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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Arus globalisasi telah mengusung banyak provokasi terkait pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Kemajuan teknologi terutama di revolusi digital, 

digunakan hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi telah 

terbukti membawa nilai besar dalam memajukan cara kerja organisasi dan cara 

produk diproduksi. Seluruh organisasi dipaksa untuk memiliki Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul dan mempunyai orang – orang berbakat serta 

memiliki daya saing yang kuat untuk memotivasi mereka bersaing dalam 

lingkungan yang semakin dinamis (Isnaini, 2021). 

Persyaratan sumber daya manusia (SDM) yang berbakat dan kompetitif tidak 

hanya menjadi kebutuhan organisasi dan pesaingnya, tetapi juga pelanggannya, 

terutama pelanggan eksternal. Sekarang, pelanggan eksternal organisasi dihadirkan 

pada banyak pilihan untuk membuat keputusan yang menyisakan banyak pilihan 

untuk memutuskan produk atau layanan mana yang dikonsumsi organisasi. Salah 

satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 

1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang dapat dicapai melalui 

penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional. Untuk dapat mewujudkan cita 

– cita bangsa diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dan menguasai 

ilmu pengetahuan serta teknologi.  

Pengembangan kapasitas pegawai merupakan tantangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan nasional Indonesia. Rendahnya kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) di instansi pemerintahan saat ini sedang menjadi topik 
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hangat di media informasi publik yang dapat diindikasikan dari kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) (Abdussamad, 2017). Kurang optimalnya kinerja aparatur 

pemerintahan menjadi fenomena yang disorot akhir – akhir ini (Dymas Bangkit 

Satriya, 2013). Pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia bertujuan 

untuk memastikan dan meningkatkan keterampilan pegawai agar memperoleh 

kualifikasi yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi 

organisasi (Herlambang et al., 2017). Karena apabila pegawai mempunyai kinerja 

yang baik dan meningkat terus menerus akan berpengaruh terhadap meningkatnya 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi (Kharimah & Frianto, 

2019). 

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang penting dan strategis 

dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) 

adalah elemen yang sangat sentral dari organisasi manapun dan terlepas dari 

bentuk atau tujuannya, organisasi diciptakan dengan visi yang berbeda – beda 

untuk kepentingan orang – orangnya (Kalangi, 2015). Dukungan sumber daya 

teknis yang mengempuni diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik (Nurhayati Van Gobel & Sofyan Alhadar, 2019). Persoalan 

kompetensi aparatur memang merupakan determinan penting mengingat di pundak 

aparatur memiliki tugas ganda, selain dituntut harus mampu memberikan layanan 

pada masyarakat secara adil dan transparan, dan juga harus mampu menunjukkan 

loyalitas, dedikasi dan etos kerja serta integritas yang tinggi. Kelemahan Sumber 

Daya Manusia (SDM) akan mempengaruhi upaya mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional terancam gagal (Nurhayati Van Gobel & Sofyan Alhadar, 

2019). Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) instansi pemerintah (PNS) yang 
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efektif sangat diperlukan untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan (Kum, 

2020). 

Kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diatur oleh berbagai 

peraturan perundang – undangan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga 

Peraturan Daerah. Regulasi tersebut pada umumnya berupaya meningkatkan 

kualitas aparatur negara melalui peningkatan kemanfaatan dan profesionalisme, 

serta penerapan sistem karir berbasis kinerja dengan prinsip penghargaan dan 

sanksi, sehingga meningkatkan keberfungsian dan profesionalisme, menekankan 

perbaikan birokrasi lembaga negara dalam pelayanan publik dan akuntabilitasnya 

dalam pengelolaan kekayaan negara yang transparan, bersih, dan bebas 

penyalahgunaan (Abdussamad, 2017). 

Dalam rangka persiapan profesional jangka panjang karyawan untuk berbagai 

posisi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan merupakan alat kebijakan yang 

paling efektif untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) (Ngindana & Hermawan, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya 

peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam organisasi, 

termasuk pelatihan. Perlu dicatat bahwa kapasitas pejabat di Indonesia masih 

bermasalah. Masalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia bukan hanya 

kuantitas tetapi juga kualitas, yaitu kurangnya kompetensi. Situasi ini 

menunjukkan bahwa kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia 

merupakan masalah yang serius dan patut diperhatikan. Salah satu upaya untuk 

mengatasi masalah kompetensi Pegawai Negeri adalah dengan pendidikan dan 

pelatihan. Pelatihan dapat dijadikan alternatif untuk mengembangkan kompetensi 

staf (Ngindana & Hermawan, 2019). 



 
 

 4 
 

Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan bagian 

penting dan merupakan jenjang pertama yang harus dilalui oleh Calon Pegawai 

Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk prasyarat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang utuh. Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas mengurus pemerintahan dan 

pembangunan negara. Sebagai salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat 

madani yang taat hukum, modern, beradab, demokratis, sejahtera, adil, dan 

beretika tinggi. Ini memainkan peran penting dalam pembangunan yang berikrar 

setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi 

persatuan dan kesatuan bangsa. Semua ini akan membantu bangsa Indonesia 

mencapai tujuan yang dicita – citakan (Basyarah, 2021). 

Namun memainkan peran itu tidakah mudah. Institusi Sipil Negara 

menghadapi banyak tantangan, baik secara nasional maupun internasional, dalam 

mencapai tujuan tersebut. Tugas ini menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 

meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan birokrasi yang 

profesional dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk 

menata Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu cara untuk mengelola 

Pemerintahan Sipil (ASN) adalah dengan menciptakan Aparatur Sipil Negara 

(ASN)  yang jujur, profesional, dan netral dengan menanamkan Nilai – nilai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditekankan kepada pembentukan karakter 

pegawai. Nilai Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK merupakan fondasi 

baru demi terwujudnya kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan 
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diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diharapkan dapat 

membentuk kepribadian Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional 

(Basyarah, 2021). 

Sejalan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merujuk pada pasal 63 ayat 3 dan 4; calon PNS 

wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan 

pelatihan (Diklat). Berdasarkan hal tersebut, konsep pelatihan prajabatan harus 

disempurnakan dan diperkaya. Pengembangan terhadap konsep diklat terintegrasi 

sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap 

kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Maka, 

nomenklatur Diklat Prajabatan telah diubah menjadi Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Sebagai salah satu Pelatihan yang strategis 

dalam rangka pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dibangun untuk 

membangun integritas moral, kejujuran, semangat, rasa kebangsaan, budi pekerti 

yang baik dan bertanggungjawab serta profesionalisme dilapangan berdasarkan 

pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 yang dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi organisasi (Nur Rohmah, 2021). Hal ini juga dipertegas dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjelaskan bahwa salah satu persyaratkan 

untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengikuti serta 

menyelesaikan pendidikan, selanjutnya pelatihan terkait dengan bidang tugas.  
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 Ada beberapa target kompetensi sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. 

Kompetensi itu meliputi kemampuan menujukkan sikap perilaku bela negara, 

mengaktualisasikan Nilai – Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan (Nur Rohmah, 

2021) serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana 

penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memanfaatkan teknologi 

informasi untuk memperluas kesempatan pemenuhan hak pengembangan 

kompetensi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia.  

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

wajib diikuti peserta dengan tujuan agar mampu memahami dan mempraktikkan 

berbagai ilmu yang diterima selama proses pembelajaran sebagai upaya untuk 

mempersiapkan Aparatur Sipil Negata (ASN) yang professional dan berkarakter 

dapat terwujud (Nur Rohmah, 2021). Diadakannya sedikit pendidikan dan 

pelatihan ini agar setiap orang dapat terus meningkatkan keterampilan mereka di 

tempat kerja. Peran widyaswara atau staff assistant peserta pelatihan dalam 

mendukung Learning Capital sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya. 

Pemberian pendampingan sebuah langkah awal dengan tujuan untuk memahami 

tugas dan peran pendampingan dalam pengelolaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil (Latsar CPNS). Selain bimbingan dari pelatih, para peserta juga 

memiliki mentor di tempat kerja yang memberikan bimbingan, dukungan serta 
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masukan. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (Perlan) Nomor 

12 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (Perlan) Nomor 1 

Tahun 2021. 

Dalam praktiknya, sulit untuk menyelenggarakan pendidikan yang 

pembelajarannya bersifat klasikal dan didominasi oleh sistem pembelajaran yang 

tidak bergantung pada dukungan untuk pelaksanaan tugas – tugas praktis, dan sulit 

untuk memiliki pamong praja yang kuat dan profesional. Diperlukan sebuah 

penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu pelatihan yang 

menggabungkan pembelajaran di tempat tradisional dengan pembelajaran Non – 

tradisional di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan 

peserta mampu menginternalisasi, merasakan manfaatnya, dan 

mengaktualisasikannya di tempat kerja dalam suatu proses pembelajaran habituasi 

yaitu proses pembelajaran yang menanamkan kebiasaan, sehingga terpatri dalam 

dirinya sebagai karakter Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menghasilkan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang profesional dan berkarakter dalam melaksanakan tugas 

dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat 

dan pemersatu bangsa.  

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) 

mendeskripsikan bahwa arus globalisasi sudah tidak bisa dihentikan hadir ke 

Indonesia. Sembari dengan perkembangan teknologi yang makin malju dengan 

cepat, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni mengedepankan pada 

pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya 

atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan 
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tersebut, daya saing harus ditingkatkan baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan desain Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Terpadu yang modern melalui 

penyelenggaraan Blended Learning telah sejalan dengan perkembangan 

pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam Pelatihan bagi Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di masa prajabatan.  

Ada beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan pelatihan dasar dalam 

mengawal sistem Blended Learning di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Faktor wabah virus Covid – 19 

salah satunya. Dimulai pada 4 Maret 2020, ketika presiden Joko Widodo 

mengumumkan kasus pertama Covid – 19. Hampir dua tahun ini, pandemi Covid 

– 19 tidak membawa kabar baik bahkan kasus positif terus bertambah setiap 

harinya. Hal ini tidak mengherankan mengingat dampak yang meluas disemua 

sektor, baik disektor pendidikan seperti sekolah, universitas, dan berbagai lembaga 

pelatihan dengan berat hati menghentikan sementara kegiatan, terutama 

pembelajaran tatap muka. Tentu saja, hal ini dikhawatirkan akan menurunnya 

kualitas pembelajaran dan hilangnya hasil pengembangan keterampilan (Amry, 

2020). Selama fase darurat penyebaran penyakit Covid – 19 ada beberapa pedoman 

dalam menetapkan pedoman belajar diantaranya “Kesehatan dan keselamatan 

siswa, pendidik, tenaga pengajar, keluarga dan masyarakat adalah prioritas utama” 

(Widiasih, 2020).  

Kasus pandemi Covid – 19 memberikan dampak yang mengejutkan. Hal ini 

membutuhkan berbagai perubahan yang berarti dalam kondisi perilaku, suka atau 

tidak suka, mau tidak mau, untuk menyesuaikan kebiasaan lama dengan kebiasaan 
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baru di semua lini. Aspek – aspek tersebut juga harus hidup dalam perjalanan 

kegiatan pembelajaran (Amry, 2020). Adaptasi ini diperkuat dengan adanya 

peraturan yang mengatur dan melarang kegiatan yang melibatkan banyak orang. 

Hal ini sesuai dengan Pemenkes Nomor 9 Tahun 2020 Menteri Kesehatan 

berhubungan dengan adanya intruksi Pembatasan Sosial Secara Luas dalam rangka 

Percepatan Penanganan Covid – 19 Tahun 2019. Sehingga segala bentuk aktivitas 

dalam berbagai lini dijalankan melalui daring (online) untuk memutus penyebaran 

Covid – 19. Adanya kebijakan tersebut tentunya menyebabkan semua lapisan 

memutar otak agar tetap dapat melaksanakan pelatihan secara maksimal (Hamzah 

& Mujib, 2022). 

Surat Edaran Otoritas Nasional Pembina (LAN RI) No. 10/ K.1 /HKM.02.3/ 

2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan pada masa pandemi 

Coronavirus Disease (Covid – 19). Direktur Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia (LAN RI) mengatakan, mengingat keadaan darurat, perlu 

memfasilitasi konversi pembelajaran tradisional ke pembelajaran jarak jauh. 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan salah satu 

jenis pelatihan yang merasakan dampak dari pandemi Covid – 19. Maka, Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sepenuhnya dialihfungsikan 

dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis digital (Yuningsih, 2021).  

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) 

wajib dilaksanakan serta dipelihara agar dapat mencapai tujuan dan mampu 

beradaptasi dengan situasi apapun (Amry, 2020). Untuk itu disituasi seperti ini, 

maka mode pembelajaran dialihkan ke kelas virtual, sehingga peserta Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berhak menimba ilmu dengan aman (Widiasih, 
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2020). Pelatihan paling dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau disingkat dengan 

Latsar CPNS atau disebut juga Latsar, merupakan prasyarat penggangkatan 

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Affiani, 2020). Sebelum tahun 2015 dikenal 

dengan sebutan Diklat Prajabatan atau disingkat Prajab (Damanik, 2021). Peserta 

juga wajib mengikuti dan menyelesaikan Masa Prajabatan selama satu tahun sejak 

tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Nur Rohmah, 

2021) 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) yang dulunya 

diberikan materi nilai – nilai dasar ASN dengan mata pelajaran ANEKA dimulai 

sejak tahun 2022 materi yang diberikan mengalami perubahan menjadi BerAkhlak. 

Nilai – nilai dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) difokuskan untuk memberikan 

pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga 

harus bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) harus terus belajar mengembangkan kapabilitas. Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk saling peduli dan menghargai perbedaan. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa 

dan negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus terus berinovasi dan antusias dalam 

menggerakan ataupun menghadapi perubahan, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

juga harus membangun kerja sama yang sinergis. Dapat penulis rangkum dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 
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TABLE 1.1 PENYEMPURNAAN KURIKULUM PEMBENTUKAN 

KARAKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

No Agenda Mata Pelatihan Perubahan 
1 Sikap 

Perilaku Bela 
Negara 

1. Wawasan kebangsaan dan Nilai Bela 
Negara 
2. Analisis Isu Kontemporer 
3. Kesiapsiagaan Bela Negara 

Penyesuaian Materi 

2 Nilai – nilai 
Dasar PNS 

1. Akuntabilitas 
2. Nasionalisme 
3. Etika Publik 
4. Komitmen Mutu 
5. Anti Kotupsi 

1. Berorientasi 
Pelayanan 
2. Akuntabel 
3. Kompeten 
4. Harmonis 
5. Loyal 
6. Adaptif 
7. Kolaboratif 
(WoG) 

3 Kedudukan 
dan Peran 
PNS menuju 
Smart 
Governance 

1. Managemen ASN 
2. Pelayanan Publik 
3. Whole of Government 

1. Manajemen 
ASN 
2. Smart ASN 

4 Habituasi Aktualisasi Penyesuaian Materi 
    Sumber: Buku Panduan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) 

Dasar hukum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) 

terbaru diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Model Pembelajaran Blended 

Learning merupakan keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN RI). Oleh karena itu, Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN RI) telah menerbitkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Diklat Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Peraturan ini mencabut Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dan dinyatakan tidak 
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berlaku lagi. Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) yang disesuaikan dengan dinamika 

pengembangan kompetensi, dan juga perlunya dilakukan perubahan metode dan 

mekanisme penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar 

CPNS) maka dikeluarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN RI) Nomor 1 Tahun 2021. 

Diingatkan kembali di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 1 Tahun 2021 pada pasal 7 ayat (1) dan (2) 

disebutkan bahwa Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) 

dapat dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Klasikal atau Blended Learning. 

Blended Learning sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan 

melalui 3 (tiga) bagian pembelajaran yaitu Pelatihan Mandiri, Distance Learning, 

dan Pembelajaran Klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Distance Learning sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b terdiri atas, E - Learning dan Aktualisasi. Pada saat Pelatihan 

Klasikal sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan pembelajaran klasikal 

sebagaimana pada ayat (2) huruf c, Peserta diasramakan dan diberikan kegiatan 

penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani.  

Pada pelatihan Klasikal peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang 

berupa peningkatan kesegaran jasmani (Sumber: Peraturan Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 1 Tahun 2021).  
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GAMBAR 1.1 METODE PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 

Struktur Mata Pelatihan Blended Learning dilaksanakan selama 647 (enam 

ratus empat puluh tujuh) JP yang dilaksanakan secara terpadu, memadukan proses 

pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran daring. Struktur 

Mata Pelatihan pada Blended Learning terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian 

pembelajaran. Pertama, Pelatihan Mandiri yang dilaksanakan melalui 

pembelajaran Massive Open Online Course (MOOC). Massive Open Online 

Course (MOOC) dilaksanakan secara mandiri oleh Peserta selama 48 (empat puluh 

delapan) JP yang dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta yang terdiri dari 

Distance Learning merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif yang dilaksanakan 

melalui E – Learning (Learning Management System) dan aktualisasi di tempat 

kerja, Distance Learning melalui E – Learning dilaksanakan secara terstruktur di 

dalam kelompok coaching selama 217 (dua ratus tujuh belas) JP melalui 

pembelajaran daring yang bersifat asynchronous (async) dan synchronous (sync) 

yang dilaksanakan di tempat kedudukan peserta serta Aktualisasi yang 

dilaksanakan secara terstruktur di tempat kerja asal peserta selama 320 (tiga ratus 
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dua puluh) JP atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. Perincian jumlah JP 

pembelajaran aktualisasi adalah 60 (enam puluh) menit jam kerja, dibagi 45 (empat 

puluh lima) menit jam pelatihan, dikalikan 8 (delapan) jam kerja efektif, dikalikan 

waktu pembelajaran di tempat kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Kedua, 

Pembelajaran Klasikal di tempat yang merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif 

di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar 

CPNS). Pembelajaran klasikal dilaksanakan secara terstruktur di dalam kelas yang 

bersifat tematik selama 62 (enam puluh dua) JP di tempat penyelenggaraan 

Blended Learning. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Sumatera Selatan telah menyelenggerakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil (Latsar CPNS) dengan model Blended Learning sesuai Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 1 Tahun 2021 pada 

pasal 7 ayat (1) huruf b. Pada bagian pembelajaran Distance Learning, dan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah 

menggunakan Aplikasi Kolabjar.  

GAMBAR 1.2 TAMPILAN APLIKASI KOLABJAR 

 
     Sumber: Aplikasi Kolabjar 
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Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Sumatera Selatan meluncurkan pelatihan menggunakan pembelajaran dengan 

metode Blended Learning yang sebelumnya dilaksanakan dengan metode Klasikal. 

Persoalan yang dihadapi saat ini, tidak hanya terkait metode pembelajaran, tetapi 

juga sarana dan prasarana Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar 

CPNS), perlu mendapat perhatian. Padahal, semua metode pembelajaran, baik 

Klasikal maupun Blended Learning, memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing – masing (Suharsono, 2020).  

Pada tahun 2022 pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

(Latsar CPNS) sudah sepenuhnya menggunakan metode Blended Learning dengan 

Kurikulum atau Mata Pelatihan BerAkhlak. Metode pembelajaran klasikal 

memiliki kekurangan seperti fasilitas yang kurang memadai, baik dari segi kelas 

yang ada tidak cukup memadai maupun waktu yang relatif singkat. Begitu pula 

metode pembelajaran Blended Learning yang juga memiliki kekurangan seperti 

tidak meratanya fasilitas yang dimiliki para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 

kurangnya pengetahuan di bagian teknologi baik dari segi pengajar ataupun peserta 

didik, dan waktu pelaksanaan yang relatif lebih lama daripada metode 

pembelajaran Klasikal (Alina, 2021).  

Penelitian ini penulis lakukan pada Instansi Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BPSDM) yang merupakan badan yang tugas utamanya adalah 

mendukung pekerjaan pemerintah yang merupakan kewenangan negara dibidang 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa 

bidang, diantara lain bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial yang 
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menangani Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Penulis 

ingin melakukan Evaluasi pada Metode Blended Learning Tahun 2021 dan Metode 

Klasikal Tahun 2022. Disebabkan begitu banyak perubahan yang terjadi dari tahun 

ke tahun, penulis ingin mengidentifikasi “Evaluasi Program Penyelenggaraan 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dengan Menggunakan 

Metode Pembelajaran Blended Learning Pada Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana Evaluasi Program Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dalam Segi Metode Pembelajaran 

pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) 

Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Evaluasi Program Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam Segi Metode Pembelajaran 

pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) 

Provinsi Sumatera Selatan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

kebijakan publik yang akan mengarah pada program pendidikan dan pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimasa yang akan datang khususnya Sumatera 

Selatan.  

2. Manfaat Praktis 

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku seluruh 

kepentingan yang terlibat dalam pengajaran dan pelatihan, serta informasi bagi 

berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian dan kegiatan 

serupa. 
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